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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Gambaran Umum tentang Kantor Pertanahan Kota 

Probolinggo 

       Dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan 

kepada masyarakat, Kantor Pertanahan Kota Probolinggo dilengkapi 

dengan sarana dan prasarana berupa gedung kantor yang terletak di 

Jalan Hayam Wuruk No. 2, Kelurahan Jati, Kecamatan Mayangan, 

Kota Probolinggo. 

       Pada Kantor Pertanahan Kota Probolinggo sendiri memiliki 4 

(empat) loket pelayanan yang mencakup : 

1. Loket 1 yakni untuk pelayanan pemeriksaan berkas, pengaduan, dan 

informasi; 

2. Loket 2 yakni untuk pelayanan entri berkas permohonan setelah 

semua persyaratan pendaftaran lengkap dari loket 1; 

3. Loket 3 yakni untuk penyerahan surat perintah setor dan penyerahan 

kwitansi; 

4. Loket 4 digunakan untuk penyerahan produk. 

       Kantor Pertanahan Kota Probolinggo yang selanjutnya dalam 

keputusan ini adalah instansi vertikal dari Badan Pertanahan 

Nasional Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung 

jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan 
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Nasional Provinsi Jawa Timur. Kantor Pertanahan Kota Probolinggo 

dipimpin seorang Kepala Kantor. 

2.1.1 Arti dan Makna Lambang Badan Pertanahan Nasional 

       Lambang Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan 

Pertanahan Nasional adalah bentuk suatu kesatuan gambar dan 

tulisan terdiri dari : 

1. Gambar 4 (empat) Butir Padi. Melambangkan kemakmuran dan 

kesejahteraan. Memaknai atau melambangkan 4 (empat) tujuan 

Penataan Pertanahan yang akan dan telah dilakukan Kementerian 

ATR/BPN yaitu: 

1) Kemakmuran 

2) Keadilan 

3) Keberlanjutan 

4) Harmoni Sosial 

2. Gambar Lingkaran Bumi. Melambangkan sumber penghidupan 

manusia. Memaknai atau melambangkan wadah atau untuk berkarya 

bagi Kementerian ATR/BPN yang berhubungan langsung dengan 

unsur-unsur yang ada di dalam bumi yang meliputi tanah dan udara. 

3. Gambar Gelombang Hijau dan Biru. Hijau melambangkan lingkungan 

yang terjaga. Biru melambangkan warna air. Memaknai tugas 

Kementerian ATR/BPN yang berhubungan langsung dengan 

pemanfaatan ruang, tanah dan air. 
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4. Gambar Sumbu. Melambangkan poros keseimbangan. 3 (tiga) garis 

lintang dan 3 (tiga) garis bujur. Memaknai atau melambangkan Pasal 

33 ayat 3 UUD 1945 mendasari lahirnya Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria. 

5. Gambar Bangunan Gedung dan Pohon. Sebagai simbol kekuatan, 

tekad yang bulat, keberlanjutan, dan sinergitas. Memaknai 

pelaksanaan secara konsisten dalam menangani, menyelesaikan dan 

mengutamakan hak serta menuntaskan kewajiban dengan penuh 

konsistensi, tertib, disiplin sesuai kebijakan yang berlaku. Lambang 

ini juga bermakna penggunaan dan pemanfaatan tanah yang selaras 

sesuai dengan tata ruang. 

2.1.2. Tugas dan Fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 

1. Tugas : Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan 

Nasional di Kabupaten/Kota yang bersangkutan.  

2. Fungsi : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 30, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menyelenggarakan 

fungsi:  

1) Penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan;  

2) Pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan;  

3) Pelaksanaan penetapan hak tanah, pendaftaran tanah dan 

pemberdayaan masyarakat;  

4) Pelaksanaan penataan pertanahan;  
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5) Pelaksanaan pengadaan tanah;  

6) Pelaksanaan pengendalian pertanahan dan penanganan sengketa 

dan perkara pertanahan; dan  

7) Pelaksanaan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit 

organisasi Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota.  

2.1.3 Nilai – Nilai Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan    

Pertanahan Nasional 

1) Melayani 

 Melayani dengan kejelasan prosedur, biaya, dan ketepatan waktu; 

 Bersikap sopan, ramah, cermat, dan teliti serta peduli terhadap 

lingkungan pelayanan. 

2) Profesional 

 Bekerja sama, bekerja cerdas, tuntas, dan memberikan nilai tambah; 

 Senantiasa mengembangkan diri untuk peningkatan kompetensi dan 

pendidikan. 

3) Terpercaya 

 Bekerja dengan integritas, dapat dipercaya dan diandalkan, menjaga 

martabat serta tidak melakukan hal tercela; 

 Patuh dan taat pada peraturan yang ditetapkan sesuai tugas dan 

tanggung jawab yang diberikan. 

2.1.4.  Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kota Probolinggo 

       Pelaksanaan tugas pada Kantor Pertanahan Kota Probolinggo 

didukung oleh aparatur pelaksana dengan struktur organisasi yang telah 
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diatur Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor 

Pertanahan. 

2.1.5 Tugas dan Fungsi Pokok Tiap Seksi Pada Struktur Organisasi 

1) Subbagian Tata Usaha 

       ubbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pemberian 

dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kantor 

Pertanahan. 

      Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 Pasal 33, Subbagian 

Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: 

1. Penyusunan rencana, program dan anggaran, sertapelaporan; 

2. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program strategis 

pertanahan; 

3. Pelaksanaan urusan organisasi, ketatalaksanaan, analisis jabatan, 

dan pengelolaan urusan kepegawaian; 

4. Pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi di 

Kantor Pertanahan; 

5. Pelaksanaan urusan keuangan dan administrasi barang milik negara; 

6. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga protokol, 

dan penyelenggaraan layanan pengadaan; 
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7. Pengoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pelayanan 

pertanahan;dan 

8. Pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan pelayanan informasi, 

advokasi hukum, peraturan perundang-undangan, dan penanganan 

pengaduan masyarakat. 

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari : 

1. Urusan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 

Mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, 

program dan anggaran, serta pelaporan, pelaksanaan pemantauan, 

evaluasi, dan pelaporan program strategis pertanahan; 

2. Urusan Umum dan Kepegawaian 

Mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan urusan 

organisasi, ketatalaksanaan, analisis jabatan, dan pengelolaan 

urusan kepegawaian, pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan 

reformasi birokrasi di Kantor Pertanahan, pelaksanaan urusan 

ketatausahaan, rumah tangga, protokol, perlengkapan, dan 

penyelenggaraan layanan pengadaan, pengoordinasian dan fasilitasi 

pengelolaan pelayanan pertanahan, pelaksanaan urusan hubungan 

masyarakat dan pelayanan informasi, advokasi hukum, peraturan 

perundang-undangan, dan penanganan pengaduan masyarakat; 

3. Urusan Keuangan dan Barang Milik Negara(BMN) 

Mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan urusan 

keuangan dan administrasi barang milik negara. 
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2) Seksi Infrastruktur Pertanahan 

       Seksi Infrastruktur Pertanahan mempunyai tugas melakukan 

pengoordinasian dan pelaksanaan pengukuran dan pemetaan 

dasar, pengukuran dan pemetaan kadastral, serta survei dan 

pemetaan tematik. 

       Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 Pasal 37, Seksi 

Infrastruktur Pertanahan menyelenggarakan fungsi: 

1. Pelaksanaan pengukuran dan pemetaan dasar; 

2. Pelaksanaan pengukuran batas administrasi, kawasan dan 

wilayah tertentu; 

3. Pelaksanaan pembinaan tenaga teknis, surveyor, dan petugas 

survei dan pemetaan tematik; 

4. Pelaksanaan pengelolaan dan pemutakhiran peralatan teknis 

serta teknologi pengukuran dan pemetaan; 

5. Pelaksanaan pemeliharaan kerangka dasar kadastral nasional 

di wilayahnya; 

6. Pelaksanaan dan pengelolaan basis data geospasial 

pertanahan dan Komputerisasi Kegiatan Pertanahan berbasis 

data spasial; 
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7. Pelaksanaan pengukuran dan pemetaan kadastral, 

pembukuan serta pengelolaan basis data dan informasi batas 

bidang tanah, ruang dan perairan; 

8. Pelaksanaan survei dan pemetaan tematik pertanahan, 

perbatasan dan wilayah tertentu; dan 

9. Pelaksanaan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, 

evaluasi dan pelaporan di seksi infrastruktur pertanahan. 

Seksi Infrastruktur Pertanahan terdiri atas: 

1. Subseksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar dan Tematik 

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan 

teknis, koordinasi, pemantauan, pelaksanaan pengukuran dan 

pemetaan dasar, pelaksanaan   pengukuran   batas  

administrasi,   kawasan  dan wilayah tertentu, pelaksanaan 

pembinaan tenaga teknis, surveyor, dan petugas survei dan 

pemetaan tematik, pelaksanaan pengelolaan dan 

pemutakhiran peralatan teknis serta teknologi pengukuran dan 

pemetaan, pelaksanaan pemeliharaan kerangka dasar 

kadastral nasional di wilayahnya, pelaksanaan dan 

pengelolaan basis data geospasial pertanahan dan 

Komputerisasi Kegiatan Pertanahan berbasis data spasial, 

serta pelaksanaan survei dan pemetaan tematik pertanahan, 

perbatasan dan wilayah tertentu, serta evaluasi dan 

pelaporan. 
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2. Subseksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral 

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan 

teknis, koordinasi, pemantauan, pelaksanaan pengukuran dan 

pemetaan kadastral, pembukuan serta pengelolaan basis data 

dan informasi batas bidang tanah, ruang dan perairan, serta 

evaluasi dan pelaporan. 

3) Seksi Hubungan Hukum Pertanahan 

       Seksi Hubungan Hukum Pertanahan mempunyai tugas 

melakukan pengoordinasian dan pelaksanaan penetapan hak 

tanah dan pemberdayaan hak tanah masyarakat, pendaftaran 

hak tanah dan pemeliharaan data hak tanah serta pembinaan 

PPAT. 

       Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 Pasal 41, Seksi 

Hubungan Hukum Pertanahan menyelenggarakan fungsi: 

1. Pelaksanaan pemberian penetapan, perpanjangan dan 

penetapan kembali hak perseorangan dan badan hukum 

swasta, serta hak atas ruang dan hak komunal; 

2. Penyiapan bahan pemberian izin dan penetapan hak atas 

tanah badan sosial/keagamaan serta penegasan sebagai 

tanah wakaf, tanah bekas milik Belanda dan bekas tanah 

asing lainnya; 
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3. Penyiapan bahan penunjukan badan hukum tertentu yang 

dapat mempunyai hak milik; 

4. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi tanah hak 

perseorangan dan badan hukum swasta, serta hak atas 

ruang; 

5. Pelaksanaan pemberdayaan hak atas tanah masyarakat; 

6. Penyiapan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan 

lembaga non pemerintah dalam rangka pemberdayaan hak 

atas tanah masyarakat; 

7. Pelaksanaan pengembangan dan diseminasi model 

pemberdayaan hak atas tanah masyarakat; 

8. Pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah, hak atas ruang, 

hak milik atas satuan rumah susun, hak pengelolaan, hak 

tanggungan, tanah wakaf, hak atas tanah badan 

sosial/keagamaan dan pencatatan pembatalan hak serta 

hapusnya hak; 

9. Pemeliharaan data pendaftaran tanah dan ruang, hak milik 

atas satuan rumah susun, hak pengelolaan, tanah wakaf, 

dan pemberian izin peralihan hak, pelepasan hak, perubahan 

penggunaan dan perubahan pemanfaatan/komoditas, 

peralihan saham, pengembangan dan pembinaan PPAT; 

10. Pengelolaan informasi dan Komputerisasi Kegiatan 

Pertanahan berbasis data yuridis; dan 
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11. Pelaksanaan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, 

evaluasi dan pelaporan di seksi hubungan hukum 

pertanahan. 

Seksi Hubungan Hukum Pertanahan terdiri atas: 

1. Subseksi Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaan Hak 

Tanah Masyarakat 

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan 

teknis, koordinasi, pemantauan, pelaksanaan pemberian 

penetapan, perpanjangan dan penetapan kembali hak 

perseorangan dan badan hukum swasta, serta hak atas 

ruang dan hak komunal, penyiapan bahan pemberian izin 

dan penetapan hak atas tanah badan sosial/keagamaan 

serta penegasan sebagai tanah wakaf, tanah bekas milik 

Belanda dan bekas tanah asing lainnya, penyiapan bahan 

penunjukan badan hukum tertentu yang dapat mempunyai 

hak milik, pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi tanah 

hak perseorangan dan badan hukum swasta, hak atas 

ruang, pelaksanaan pemberdayaan hak atas tanah 

masyarakat, penyiapan kerjasama dengan lembaga 

pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka 

pemberdayaan hak atas tanah masyarakat, pelaksanaan 

pengembangan dan diseminasi model pemberdayaan hak 

atas tanah masyarakat, serta evaluasi dan pelaporan. 
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2. Subseksi Pendaftaran Hak Tanah 

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan 

teknis, koordinasi, pemantauan, pelaksanaan pendaftaran 

hak atas tanah, hak atas ruang, hak milik atas satuan rumah 

susun, hak pengelolaan, hak tanggungan, tanah wakaf, hak 

atas tanah badan sosial/keagamaan dan pencatatan 

pembatalan hak serta hapusnya hak, serta evaluasi dan 

pelaporan. 

3. Subseksi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan 

PPAT  

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan 

teknis, koordinasi, pemantauan, pemeliharaan data 

pendaftaran tanah dan ruang, hak milik atas satuan rumah 

susun, hak pengelolaan, tanah wakaf, dan pemberian izin 

peralihan hak, pelepasan hak, perubahan penggunaan dan 

perubahan pemanfaatan/komoditas, peralihan saham, 

pengembangan dan pembinaan PPAT, serta pengelolaan 

informasi dan Komputerisasi Kegiatan Pertanahan berbasis 

data yuridis, serta evaluasi dan pelaporan. 

4) Seksi Penataan Pertanahan 

       Seksi Penataan Pertanahan mempunyai tugas melakukan 

pengoordinasian dan pelaksanaan penatagunaan tanah dan 

kawasan tertentu, landreform dan konsolidasi tanah. 
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Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 Pasal 45, Seksi 

Penataan Pertanahan menyelenggarakan fungsi: 

1. Pelaksanaan penyusunan persediaan tanah, penetapan 

penggunaan dan pemanfaatan tanah, neraca penatagunaan 

tanah, bimbingan dan penerbitan pertimbangan teknis 

pertanahan dan penatagunaan tanah, pemantauan dan 

evaluasi perubahan penggunaan tanah, pengelolaan basis 

data dan sistem informasi geografi; 

2. Pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan basis data potensi 

dan data lahan pertanian pangan berkelanjutan; 

3. Pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan basis data tanah 

obyek landreform, pengusulan penetapan/penegasan tanah 

obyek land-reform, pengeluaran tanah dari obyek landreform, 

pendayagunaan tanah obyek landreform dan ganti kerugian 

tanah obyek landreform; 

4. Pelaksanaan redistribusi tanah dan pemanfaatan bersama 

atastanah; 

5. Pelaksanaan penyusunan potensi obyek konsolidasi tanah, 

pelaksa-naan sosialisasi, perencanaan, pengembangan 

desain, promosi, koor-dinasi dan kerjasama konsolidasi tanah 

serta bimbingan partisipasi masyarakat; 
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6. Pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan data, evaluasi, 

penanganan permasalahan dan pelaporan potensi obyek 

konsolidasi tanah dan konsolidasi tanah; 

7. Pelaksanaan penataan pemanfaatan kawasan, melaksanakan 

inventarisasi, penyesuaian, penataan, pengendalian, zonasi, 

kerjasama dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah, 

penyusunan pertimbangan teknis pertanahan, pemantauan 

dan evaluasi, serta pengelolaan basis data pemanfaatan 

kawasan di wilayah pesisir, pulau kecil, perbatasan dan 

kawasan tertentu; dan 

8. Pelaksanaan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, 

evaluasi dan pelaporan di seksi penataan pertanahan. 

Seksi Penataan Pertanahan terdiri atas: 

1. Subseksi Penatagunaan Tanah dan KawasanTertentu 

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan 

teknis, koordinasi, pemantauan, penyusunan persediaan 

tanah, penetapan penggunaan dan pemanfaatan tanah, 

neraca penatagunaan tanah, bimbingan dan penerbitan 

pertimbangan teknis pertanahan dan penatagunaan tanah, 

pemantauan dan evaluasi perubahan penggunaan tanah, 

mengelola basis data dan sistem informasi geografi, dan 

pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan basis data potensi 

dan data lahan pertanian pangan berkelanjutan, 
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melaksanakan penataan pemanfaatan kawasan, 

melaksanakan inventarisasi, penyesuaian, penataan, 

pengendalian, zonasi, kerjasama dengan lembaga pemerintah 

dan nonpemerintah, penyusunan pertimbangan teknis 

pertanahan, pemantauan dan evaluasi, serta pengelolaan 

basis data pemanfaatan kawasan di wilayah pesisir, pulau 

kecil, perbatasan dan kawasan tertentu, serta evaluasi dan 

pelaporan; 

2. Subseksi Landreform dan Konsolidasi Tanah 

Mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan teknis, 

koordinasi, pemantauan, pelaksanaan inventarisasi dan 

pengelolaan basis data tanah obyek landreform, pengusulan 

penetapan/ penegasan tanah obyek landreform, pengeluaran 

tanah dari obyek landreform, pendayagunaan tanah obyek 

landreform dan ganti kerugian tanah obyek landreform, serta 

redistribusi tanah dan pemanfaatan bersama atas tanah, dan 

penyusunan potensi obyek konsolidasi tanah, pelaksanaan 

sosialisasi, perencanaan, pengembangan desain, promosi, 

koordinasi dan kerja sama konsolidasi tanah serta bimbingan 

partisipasi masyarakat, pelaksanaan pemantauan dan 

pengelolaan data, evaluasi, penanganan permasalahan dan 

pelaporan potensi obyek konsolidasi tanah dan konsolidasi 

tanah, serta evaluasi dan pelaporan. 
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5) Seksi Pengadaan Tanah 

       Seksi Pengadaan Tanah mempunyai tugas melakukan 

pengoordinasian dan pelaksanaan pemanfaatan tanah 

pemerintah dan penilaian tanah, serta fasilitasi pengadaan dan 

penetapan tanah pemerintah. 

       Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 Pasal 49, Seksi 

Pengadaan Tanah menyelenggarakan fungsi: 

1. Pelaksanaan pemberian perizinan kerjasama pemanfaatan 

tanah pemerintah, perpanjangan perizinan kerjasama 

pemanfaatan tanah pemerintah, pemberian rekomendasi 

pencatatan peralihan dan penghapusan tanah pemerintah 

serta pemberian rekomendasi penertiban pelanggaran 

perjanjian kerjasama pemanfaatan tanah pemerintah; 

2. Fasilitasi perencanaan dan persiapan pengadaan tanah, 

pelaksanaan pengadaan tanah pemerintah, dan penyerahan 

hasil pengadaantanah; 

3. Pelaksanaan penetapan hak atas tanah, izin peralihan hak 

atau izin pelepasan hak dan kerjasama pemanfaatan aset 

instansi pemerintah, badan hukum pemerintah dan badan 

usahapemerintah; 

4. Pelaksanaan penilaian tanah, bidang tanah danproperti; 
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5. Pelaksanaan pengadaan, pemutakhiran dan kerjasama 

pembuatan peta zona nilai tanah kabupaten/kota, peta zona 

nilai ekonomi kawasan dan potensi sumber daya agraria; 

6. Pengelolaan informasi dan Komputerisasi Kegiatan 

Pertanahan berbasis data zona nilai tanah dan zona nilai 

ekonomi kawasan;dan 

7. Pelaksanaan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, 

evaluasi dan pelaporan di seksi pengadaan tanah. 

Seksi Pengadaan Tanah terdiri atas: 

1. Subseksi Pemanfaatan Tanah Pemerintah dan 

PenilaianTanah. 

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan 

teknis, koordinasi, pemantauan, pelaksanaan pemberian 

perizinan kerjasama pemanfaatan tanah pemerintah, 

perpanjangan perizinan kerjasama pemanfaatan tanah 

pemerintah, pemberian rekomendasi pencatatan peralihan 

dan penghapusan tanah pemerintah serta pemberian 

rekomendasi penertiban pelanggaran perjanjian kerjasama 

pemanfaatan tanah pemerintah, penilaian tanah, penilaian 

bidang tanah dan properti, pengadaan, pembuatan dan 

pemutakhiran peta zona nilai tanah kabupaten/kota, dan peta 

zona nilai ekonomi kawasan dan potensi sumberdaya agraria 

pengelolaan informasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan 
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berbasis data zona nilai tanah dan zona nilai ekonomi 

kawasan, serta evaluasi dan pelaporan. 

2. Subseksi Fasilitasi Pengadaan dan Penetapan 

TanahPemerintah. 

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan 

teknis, koordinasi, pemantauan, fasilitasi perencanaan dan 

persiapan pengadaan tanah, pelaksanaan pengadaan tanah 

pemerintah, dan penyerahan hasil pengadaan tanah, 

pelaksanaan penetapan hak atas tanah, izin peralihan hak 

atau izin pelepasan hak dan kerjasama pemanfaatan aset 

instansi pemerintah, badan hukum pemerintah dan badan 

usaha pemerintah, serta evaluasi dan pelaporan. 

6) Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan 

       Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan 

mempunyai tugas melakukan pengoordinasian dan pelaksanaan 

penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan, serta 

pengendalian pertanahan. 

       Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 Pasal 53, Seksi 

Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan (PMPP) 

menyelenggarakan fungsi: 
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1. Pelaksanaan pencegahan, penanganan dan penyelesaian 

sengketa/konflik pertanahan, serta analisis dan penyiapan 

usulan pembatalan hak atas tanah; 

2. Pelaksanaan penanganan dan penyelesaian perkara 

pertanahan, analisis dan penyiapan usulan pembatalan hak 

atas tanah berdasarkan putusan pengadilan atau hasil 

perdamaian; 

3. Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan pemanfaatan 

pertanahan; 

4. Pelaksanaan penelitian data dan penyiapan usulan serta 

rekomendasi penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar; 

dan 

5. Pelaksanaan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, 

evaluasi dan pelaporan di seksi penanganan masalah dan 

pengendalian pertanahan. 

Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan 

terdiri atas: 

1. Subseksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara 

Pertanahan 

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan 

teknis, koordinasi, pemantauan, pelaksanaan pencegahan, 

penanganan dan penyelesaian sengketa/konflik dan perkara 

pertanahan, serta analisis dan penyiapan usulan pembatalan 
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hak atas tanah berdasarkan putusan pengadilan atau hasil 

perdamaian, serta evaluasi dan pelaporan; 

 

2. Subseksi Pengendalian Pertanahan, 

Mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan teknis, 

koordinasi, pemantauan, pelaksanaan pengendalian dan 

pemantauan pemanfaatan pertanahan dan pelaksanaan 

penelitian data dan penyiapan usulan serta rekomendasi 

penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar, serta evaluasi 

dan pelaporan. 

 

2.2. Tinjauan Umum tentang Sengketa Pertanahan 

2.2.1 Pengertian Sengketa Tanah 

Apa itu Sengketa sengketa adalah suatu situasi dimana ada 

pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak 

tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. 

Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadi lah 

apa yang dinamakan dengan sengketa.  

       Sengketa tanah merupakan sengketa yang sudah lama ada, 

dari era orde lama, orde baru, era reformasi dan hingga saat ini. 

Sengketa tanah secara kualitas maupun kuantitas merupakan 

masalah yang selalu ada dalam tatanan kehidupan masyarakat. 

Sengketa atau konflik pertanahan menjadi persoalan yang kronis 
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dan bersifat klasik serta berlangsung dalam kurun waktu tahunan 

bahkan puluhan tahun dan selalu ada dimana-mana. Sengketa 

dan konflik pertanahan merupakan bentuk permasalahan yang 

sifatnya komplek dan multi dimensi.1 

       Menurut Rusmadi Murad2 sengketa hak atas tanah, yaitu: 

timbulnya sengketa hukum adalah bermula dari pengaduan 

sesuatu pihak (orang/badan) yang berisi keberatan-keberatan dan 

tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, 

maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh 

penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan 

peraturan yang berlaku.  

       Lebih lanjut menurut Rusmadi Murad, sifat permasalahan 

sengketa tanah ada beberapa macam, yaitu : 

a. Masalah atau persoalan yang menyangkut prioritas untuk dapat 
diterapkan sebagai pemegang hak yang sah atas tanah yang 
berstatus hak, atau atas tanah yang belum ada haknya.  

b. Bantahan terhadap suatu alas hak/bukti perolehan yang 
digunakan sebagai dasar pemberian hak (perdata). 

c. Kekeliruan atau kesalahan pemberian hak yang disebabkan 
penerapan peraturan yang kurang atau tidak benar. 

d. Sengketa atau masalah lain yang mengandung aspek-aspek 
sosial praktis/bersifat strategis. 
 

2.2.2. Penyebab terjadinya Sengketa Tanah. 

Dalam kehidupan manusia bahwa tanah tidak akan terlepas 

dari segala tindak tanduk manusia itu sendiri sebab tanah 

                                                           
1
 Sumarto, “Penanganan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan dengan Prinsip Win-Win Solution 

oleh Badan Pertanahan nasional RI” Disampaikan pada Diklat Direktorat Konflik Pertanahan 

Kemendagri RI tanggal 19 September, 2012. Hlm 2 
2
 Rusmadi Murad, “Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah” Bandung : Alumni, 1999. Hlm 

22-23. 
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merupakan tempat bagi manusia untuk menjalani dan kelanjutan 

kehidupannya. Oleh karena itu tanah sangat dibutuhkan oleh 

setiap anggota masyarakat sehingga sering terjadi sengketa 

diantara sesamanya, terutama yang menyangkut tanah.3 

       Konflik pertanahan sudah mengakar dari zaman dulu hingga 

sekarang, akar konflik pertanahan merupakan faktor yang 

mendasar yang menyebabkan timbulnya konflik pertanahan. Akar 

permasalahan konflik pertanahan penting untuk diidentifikasi dan 

diinventarisasi guna mencari jalan keluar atau bentuk 

penyelesaian yang akan dilakukan.4 

       Jika dilihat secara faktual landasan yuridis yang mengatur 

masalah keagrariaan/pertanahan tidak sepenuhnya dilaksanakan 

dengan konsekuen dengan berbagai alasan yang sehingga 

menimbulkan masalah. Sumber masalah/konflik pertanahan yang 

ada sekarang antara lain5 : 

a. Pemilikan/penguasaan tanah yang tidak seimbang dan tidak 

merata. 

b. Ketidakserasian penggunaan tanah pertanian dan tanah 

nonpertanian. 

                                                           
3
 Syaiful Azam, “Eksistensi Hukum Tanah dalam mewujudkan tertib Hukum Agraria” Makalah 

Fakultas Hukum USU – Digitized by USU Digital Library, 2003. Hlm 1. 
4
 Sumarto, “Penanganan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan dengan Prinsip Win-Win Solution 

oleh Badan Pertanahan nasional RI” Disampaikan pada Diklat Direktorat Konflik Pertanahan 

Kemendagri RI tanggal 19 September, 2012. Hlm 4. 
5
 Elfachri Budiman, Ibid. Hlm 75. Bandingkan dengan Noer Fauzi Rachman, “Rantai Penjelas 

Konflik-Konflik Agraria yang Kronis, Sistematik, dan Meluas di Indonesia”. Bhumi, Jurnal 

Ilmiah Pertanahan PPPM – STPN, Nomor 37 Tahun 12, April 2013.Hlm 5. 
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c. Kurangnya keberpihakan kepada masyarakat yang golongan 

ekonominya lemah. 

d. Kurangnya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat 

atas tanah seperti hak ulayat. 

e. Lemahnya posisi tawar masyarakat pemegang hak atas tanah 

dalam pembebasan tanah. 

       Didalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Pokok-Pokok Agraria sebenarnya termaksud satu ketentuan akan 

adanya jaminan bagi setiap warga negara untuk memiliki tanah 

serta mendapat manfaat dari hasilnya (pasal 9 ayat 2). Jika 

mengacu pada ketentuan itu dan juga merujuk pada PP No. 

24/1997 tentang Pendaftaran Tanah (terutama pasal 2) Badan 

Pertanahan Nasional (BPN) seharusnya dapat menerbitkan 

dokumen legal (sertifikat) yang dibutuhkan oleh setiap warga 

negara dengan mekanisme yang mudah, terlebih lagi jika warga 

negara yang bersangkutan sebelumnya telah memiliki bukti lama 

atas hak tanah mereka. 

       Namun sangat disayangkan pembuktian dokumen legal 

melalui sertifikasi pun ternyata bukan solusi yang terbaik dalam 

kasus sengketa tanah. Seringkali sebidang tanah bersertifikat 

lebih dari satu, pada kasus Meruya yang belakangan sedang 

mencuat, misalnya. Bahkan, pada beberapa kasus, sertifikat yang 

telah diterbitkan pun kemudian bisa dianggap aspro (asli tapi 
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salah prosedur). Dari hal tersebut setidaknya ada 3 (tiga) faktor 

penyebab sering munculnya masalah sengketa tanah, diantaranya 

yaitu : 

a. Sistem administrasi pertanahan, terutama dalam hal sertifikasi 

tanah, yang tidak beres. Masalah ini muncul boleh jadi karena 

sistem administrasi yang lemah dan mungkin pula karena 

banyaknya oknum yang pandai memainkan celah-celah hukum 

yang lemah. 

b. Distribusi kepemilikan tanah yang tidak merata. Munculnya 

ketidakseimbangan dalam distribusi kepemilikan tanah ini baik 

untuk tanah pertanian maupun bukan pertanian telah 

menimbulkan ketimpangan baik secara ekonomi, politis maupun 

sosiologis. Dalam hal ini, masyarakat bawah, khususnya petani 

atau penggarap tanah memikul beban paling berat. Ketimpangan 

distribusi tanah ini tidak terlepas dari kebijakan ekonomi yang 

cenderung kapitalistik dan liberalistik. 

c. Legalitas kepemilikan tanah yang semata-mata didasarkan pada 

bukti formal (sertifikat), tanpa memperhatikan produktivitas tanah. 

Akibatnya, secara legal (de jure), boleh jadi banyak tanah 

bersertifikat dimiliki oleh perusahaan atau para pemodal besar, 

karena mereka telah membelinya dari para petani atau pemilik 

tanah, tetapi tanah tersebut lama ditelantarkan begitu saja. 

Ironisnya ketika masyarakt miskin mencoba memanfaatkan lahan 
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terlantar tersebut dengan menggarapnya, bahkan ada yang 

sampai puluhan tahun, dengan gampangnya mereka dikalahkan 

haknya di pengadilan tatkala muncul sengketa. 

2.2.3. Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah 

       Sengketa tanah merupakan permasalahan yang sering ditemui 

oleh masyarakat, namun dibalik frasa Sengketa Tanah dapat 

dipastikan terdapat sebuah penyelesaian atau biasa disebut 

penyelesaian sengketa tanah. Berikut terdapat penyelesaian sengketa 

atas tanah diantaranya : 

a. Melalui Jalur Pengadilan atau litigasi 

       Jalur litigasi atau pengadilan merupakan prinsip-prinsip dalam 

penyelesaian sebuah sengketa. Adanya jalur tersebut menandakan 

telah terbentuknya wujud negara hukum. Jalur litigasi atau pengadilan 

harus menganut sistem kekuasaan hakim yang merdeka. Maksud dari 

kata merdeka adalah tidak adanya sebuah intervensi dari subjek dan 

Lembaga apapun yang bisa mengubah keputusan pengadilan. 

Penyelesaian dalam jalur litigasi ini dapat ditempuh oleh para pihak 

yang bersengketa. Adapun yang perlu dilakukan oleh kedua belah 

pihak dalam memakai jalur ini harus menyampaikan sebuah gugatan 

dalam bentuk tertulis kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri 

Setempat sesuai Pedoman HIR atau Hukum Formil Perdata. 

Tujuannya agar pengadilan tersebut memiliki wewenang untuk 

memeriksa dan mengadili perkara tersebut. 
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b. Jalur Di luar Pengadilan atau Non-Litigasi 

      Jalur Di luar Pengadilan atau Non-Litigasi biasa juga disebut 

Alternative Dispute Resolution (ADR). Non-litigasi merupakan 

penyelesaian sengketa dengan menggunakan cara yang berbeda dari 

jalur litigasi. Model dari jalur ini adalah sistem kekeluargaan dan 

musyawarah sesuai dengan sila ke-4 Pancasila, berbeda dengan jalur 

pengadilan atau litigasi yang memakai sistem menang dan kalah 

sehingga dapat menimbul sengketa baru yang terus berlanjut untuk 

memperebutkan kemenangan.  

      Jalur Non-Litigasi lebih mengedepankan win-win solution atau 

menyelesaikan masalah dengan sebuah solusi. Jalur non-litigasi 

menjadi jalur pertama dalam menyelesaikan sebuah sengketa, 

terlebih lagi pada saat ingin melayangkan gugatan ke pengadilan, 

bahkan biasanya ketika sudah mengajukan gugatan ke pengadilan 

maka hakim pengadilan tersebut akan memberikan ajuran untuk 

melakukan mediasi terlebih dahulu. Adapun mediasi merupakan salah 

satu bagian dari Penyelesaian sengketa melalui jalur Non-Litigasi. 

Penyelesaian melalui jalur pengadilan terbilang sangat mudah dan 

cepat dibandingkan jalur pengadilan. Selain alasan tersebut juga, 

penyelesaian diluar pengadilan mendapatkan solusi atau sebuah 

jawaban yang baik diantara para pihak sehingga tidak menimbulkan 

sebuah sengketa khususnya sengketa tanah yang berkepanjangan. 
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Adapun penyelesaian sengketa tanah melalui jalur non-litigasi terbagi 

dari beberapa bagian diantaranya : 

c. Negosiasi (Negotiation)  

Negosiasi merupakan suatu cara penyelesaian sengketa diluar 

pengadilan/Alternative Dispute Resolution (ADR). Negosiasi 

melibatkan dua atau lebih pihak yang berkepentingan. Tujuannya 

adalah agar tercapai sebuah kesepakatan untuk sebuah 

permasalahan/konflik. Penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan 

bahwa negosiasi adalah penyelesaian sengketa yang sifatnya 

bipartite (lebih dari satu pihak). Hasil dari negosiasi berupa 

penyelesaian kompromi (compromise solution) yang tidak mengikat 

secara hukum. Umumnya negosiasi digunakan dalam sengketa yang 

tidak terlalu pekik, dimana para pihak masih bertitikad baik dan 

bersedia untuk duduk bersama membicarakan/menyelesaikan 

masalah. Dalam melakukan negosiasi ada beberapa hal yang harus 

dimiliki atau dikuasai oleh pihak-pihak yang bernegosiasi (negosiator), 

yaitu: (1) Pengetahuan atau keterampilan; (2) Itikad baik dalam 

menyelesaikan sengketa; (3) Kemampuan untuk memberikan solusi 

yang baik/adil. 

d. Konsiliasi (conciliation) 

       Konsiliasi adalah upaya yang ditempuh untuk mempertemukan 

keinginan pihak yang berselisih agar para pihak sepakat 

menyelesaikan konflik/sengketa. Menurut Oppenheim, Konsiliasi 
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adalah proses penyelesaian sengketa dengan menyerahkannya ke 

suatu komisi orangorang yang bertugas untuk mengartikan atau 

menjelaskan faktafakta untuk mecapai suatu kesepakatan guna 

penyelesaian konflik.6 

       Proses konsiliasi ada seorang yang netral untuk menengahi 

kedua belah pihak yang bersengketa (konsiliator), yang dipilih dan 

disepakati oleh kedua belah pihak. Konsiliator harus dapat 

menyelesaikan perselisihan dalam kurun waktu paling lama tiga puluh 

hari kerja sejak menerima permohonan/permintaan penyelesaian 

konflik. Apabila dalam proses konsiliasi ditemukan kata damai antara 

kedua belah pihak, maka akan dibuatkan sebuah perjanjian damai 

yang akan ditandatangani kedua belah pihak yang bersengketa yang 

selanjutnya akan didaftarkan pada pengadilan wilayah hukum dimana 

kesepakatan damai tersebut dibuat. Tujuan pendaftaran perjanjian 

damai tersebut adalah apabila ada pihak yang tidak mentaati 

perjanjian damai tersebut, pihak lain dapat mengajukan permohonan 

eksekusi kepada pengadilan tempat perjanjian tersebut didaftarakan. 

e. Mediasi (Mediation) 

       Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa dimana para 

pihak yang bersengketa memanfaatkan bantuan pihak ketiga yang 

sifatnya independen (netral), dimana penengah tidak memiliki 

kekuatan/kewenangan mengambil keputusan yang sifatnya mutlak. 

                                                           
6
 Elza Syarief, “Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan”, 

Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2012, hlm. 249. 
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Penyelesaian Konflik/Sengketa dengan cara mediasi adalah bentuk 

dari kesepakatan kedua belah pihak untuk memilih seseorang 

sebagai seorang mediator. 4) Arbitrase (Arbitration) Pasal 1 Ayat (7) 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang 

Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa djielaskan bahwa, 

“arbiter adalah seseorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang 

bersengketa atau yang ditunjuk oleh pengadilan negeri atau lembaga 

arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu 

yang diserahkan penyelesaiannya melalu arbitrase”. 

       Hal penyelesaian secara arbitrase, setelah kedua belah pihak 

yang bersengketa sepakat untuk menyelesaikan sengekta secara 

arbitrase maka majelis arbiter menentukan dalam putusannya 

mengenai hak dan kewajiban para pihak jika hal ini tidak diatur dalam 

perjanjian mereka. 

2.3. Tinjauan Umum tentang Sertifikat Tanah 

2.3.1. Pengertian dan Dasar Hukum Sertifikat Tanah 

       Dalam Pasal 1 angka 20 PP 24 Tahun 1997 yang dimaksud 

sertifikat adalah : “surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak 

pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan 

hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam 

buku tanah yang bersangkutan.” Buku Tanah adalah dokumen 

dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu 



40 

 

obyek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya. (Pasal 1 angka 

19 PP 24 Tahun 1997). 

2.3.2. Jenis-Jenis Sertifikat 

       Adapun sebelum memasuki jenis-jenis sertifikat tanah. 

Terdapat pembuktian alat hukum yang memiliki kekuatan hukum 

yang sama dengan sertifikat tanah, berorientasi pada Undang-

Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria, berikut 

jenis-jenis alat pembuktian tanah yang sah didepan hukum, 

diantaranya : 

a. Sertifikat Hak Milik merupakan bagian dari sistem pendaftaran 

tanah yang mana kepemilikan hak atas tanah tersebut 

sepenuhnya dipegang oleh pemilik sertifikat. Keberadaan sertifikat 

hak milik dinilai menjadi alat pembuktian atau kepastian hukum 

yang kuat bagi kepemilikan tanah tersebut. Adanya sertifikat hak 

milik juga menjadikan orang lain tidak bisa semena-mena atas 

tanah tersebut. 

b. Sertifikat Hak Satuan Rumah Susun (SHSRS) merupakan 

kepemilikan satu pihak atas rumah susun atau rumah vertical 

yang mana bangunan tersebut berdiri diatas tanah dengan 

kepemilikan Bersama. 

c. Sertifikat Hak Guna Bangunan adalah sertifikat yang terdiri atas 

hak untuk mendirikan dan mempunyai sebuah bangunan di atas 

tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan memiliki durasi masa 



41 

 

berlaku paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang kembali 

masa berlakunya dengan durasi waktu paling lama 20 tahun. 

Adapun Sertifikat Hak Guna Bangunan juga terdiri dari Sertifikat 

Hak Guna Bangunan Tanah Negara, Sertifikat Hak Guna 

Bangunan Tanah Hak Pengelolaan, atau Sertifikat Hak Guna 

Bangunan Tanah Hak Milik. 

d. Acte van eigendom merupakan sertifikat kepemilikan tanah yang 

diberlakukan sebelum adanya penerbitan Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 1960. Saat ini, Acte van eigendom harus dikonversikan 

menjadi Sertifikat Hak Milik selambat-lambatnya 20 tahun 

semenjak diundangkannya undang-undang pokok agraria. 

e. Girik atau petok merupakan sertifikat tanah yang mana juga 

berfungsi sebagai penunjukan penguasaan atas lahan dan 

keperluan perpajakan dan Girik sendiri bukan termasuk bagian 

dari administrasi atau pencatatan tanah Desa. Adapun Girik dan 

petok terdiri dari nomor, luas tanah, dan pemilik hak. 

f. Akta Jual Beli termasuk bagian alat pembuktian hukum yang sah 

walaupun bukan termasuk ranah sertifikat. Kekuatan Akta Jual 

Beli didasarkan adanya bukti pengalihan hak atas tanah (akibat 

dari jualbeli). AJB dapat terjadi dalam berbagai bentuk 

kepemilikan tanah bagi pembuatnya (pacta sunt servanda), baik 

Hak Milik, Hak Guna Bangunan, maupun Girik. 
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2.3.3. Dasar Hukum Yang digunakan dalam menyelasiakan sengketa 

tanah. 

Kantor Pertanahan Kota Probolinggo menyelesaikan sengketa tanah dengan 

Dasar Peraturan yang di gunakan Peraturan Kepala Badan Pertanahan 

Nasional No. 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan 

Kasus Pertanahan. Peran Badan Pertanahan Nasional dalam penyelesaian 

kasus sengketa tanah adalah 

1) Kantor Pertanahan Kota Probolinggo wajib melaksanakan putusan pengadilan 

tentang penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap. 

2) Menyelesaikan sengketa dan konflik pertanahan di luar pengadilan yang berupa 

pembatalan hak atas tanah, pencatatan dalam sertifikat/buku 

tanah,menerbitkan surat/keputusan administrasi pertanahan. 

3) Kantor Pertanahan Kota Probolinggo menetapkan beberapa kriteria terhadap 

kasus pertanahan yang dinyatakan selesai sebagaimana disebutkan dalam 

Pasal 72 Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 tenatng Pengelolaak 

Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan. 

2.4. Tinjauan Umum tentang Hak-hak atas Tanah sebagai Objek 

Sengketa Pertanahan 

  Dalam sengketa tentunya pasti ada objek yang diperebutkan oleh 

pihakpihak yang bersengketa dalam hal ini adalah manusia itu sendiri atau 

suatu badan hokum.7 Yang menjadi objek yang dipersengketakan yaitu 

tanah, dimana tanah tersebut mempunyai hak-hak di atasnya seperti yang 

                                                           
7
 Manusia dan Badan Hukum sama-sama sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan 

kewajiban. Manusia di sini dapat berupa orang - perorangan atau kelompok, sedangkan Badan 

Hukum dapat berupa Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat. 
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diatur dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agragia, yang lebih dikenal dengan singkatan UUPA 

43. Hak-hak atas tanah tersebut disebutkan dalam Bab II Bagian Umum 

Pasal 16 ayat (1) UUPA, menyebutkan bahwa hak-hak atas tanah terdiri 

dari : 

Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak 
Sewa, Hak Membuka Tanah, Hak Memungut Hasil Hutan, dan hak-hak 
lainnya yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan 
ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang bersifat 
sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53 UUPA yaitu seperti 
: Hak Gadai, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak Menumpang dan Hak Sewa 
Tanah pertanian. 



 

 

 

 


